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1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral Republik Indonesia mempublikasikan 

hasil survei Perkreditan Perbankan triwulan II tahun 2022 pada Juni 2022 bahwa, 

nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) Kredit baru meningkat sebesar 96,9% lebih 

tinggi, dimana pada triwulan sebelumnya cukup jauh persenannya di bawah 

triwulan ini yaitu sebesar 64.8%, BI memperkirakan penyaluran kredit baru akan 

tetap tumbuh secara positif dengan perkiraan sebesar 95,7% untuk Triwulan III 

tahun 2022 ini.1 

Gambar 1.1 

(Statistik Perkiraan Penyaluran Kredit Baru dan Penyaluran Kredit Baru Berdasarkan 

Jenis Penggunaan)2

 
1 Website Resmi Bank Indonesia, “Survei Perbankan Triwulan II 2022: Penyaluran Kredit 

Baru Tumbuh Positif”. Diakses dari https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-

release/Pages/sp_2419422.aspx pada 8 Agustus 2022, pukul 10.07 WIB 
2 Barisan.co, “Penawaran Kredit Perbankan Meningkat Pada Juni 2022”. Diakses dari 

https://barisan.co/penawaran-kredit-perbankan-meningkat-pada-juni-2022/ pada 15 Agustus 2022, 

Pukul 20.56 WIB 

https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2419422.aspx
https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2419422.aspx
https://barisan.co/penawaran-kredit-perbankan-meningkat-pada-juni-2022/
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Beriringan dengan meningkatnya kredit baru dan adanya perkiraan peningkatan 

kredit baru, Indonesia dalam melakukan pembangunan dan mewujudkan 

kesejahteraan umum  sebagaimana telah tercantum dalam dasar hukum tertinggi di 

Indonesia yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

bagian Pembukaan, tentunya harus meningkatkan kredibilitasnya di beberapa 

bidang yang ada, terkhusus dibidang ekonomi. Karena itulah, untuk mewujudkan 

peningkatan dibidang perekonomian tentunya memerlukan penyediaan modal 

ataupun dana yang lumayan besar. Secara Umum, ada 3 (tiga) isu yang perlu 

diperhatikan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional terkait aspek 

pembiayaan pembangunan, yaitu: karakteristik kegiatan/proyek pembangunan, 

sumber pembiayaan, dan pelaksana kegiatan/proyek pembangunan3.  

Kredit merupakan salah satu bentuk yang dapat dilakukan oleh perorangan 

maupun badan hukum dalam mendapatkan sumber pembiayaan untuk memenuhi 

kebutuhan yang diperlukan. Maka Bank dan Lembaga Pembiayaan lain 

mengeluarkan Kredit untuk membantu mengatasi permasalahan tersebut. 

Sebagaimana definisi bank yang merupakan suatu badan usaha penghimpunan dana 

yang berasal dari rakyat dan/atau masarakat berbentuk simpanan dan kemudian 

disalurkan kembali lagi pada mereka yaitu masyarakat pula dengan bentuk kredit 

atau bentuk lain sebagai rangka peningkatan taraf hidup masyarakat dalam Pasal 1

 
3 Website Resmi Badan Pembinaan Hukum Nasional, “Naskah Akademik Rancangan 

Undang–undang tentang Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia”. Diakses  dari 

https://bphn.go.id/data/documents/na_ruu_lembaga_pembiayaan_pembangunan_indonesia.pdf 

pada 29 Agustus 2022, pukul 10.53 WIB. 

https://bphn.go.id/data/documents/na_ruu_lembaga_pembiayaan_pembangunan_indonesia.pdf
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Angka (2) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang 

Perbankan. 

Credit / Loan agreement atau biasa dikenal perjanjian kredit adalah perwujudan 

dari perjanjian yang telah dibentuk antara pihak bank dan nasabah sebagai pihak 

ketiganya4. Satu atau bahkan lebih orang berbuat sesuatu yang menimbulkan 

pengikatan atas dirinya dengan orang lain atau  bahkan lebih juga merupakan 

definisi perjanjian yang tercantum dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata 

(KUHPerdata) Pasal 1313. Sedangkan Pasal 1754 Buku III KUHPerdata mengatur 

pengertian perjanjian pinjam – meminjam sebagai induk dari adanya perjanjian 

Kredit yang menyantumkan bahwa ada satu pihak dalam perjanjian memberikan 

sejumlah barang kepada pihak lain dengan syarat pihak tersebut harus 

mengembalikan barang yang sama kepada pihak pemberi barang sebelumnya dalam 

jumlah dan keadaan serupa. 

Dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaannya, ketika seseorang melakukan 

peminjaman sejumlah uang maupun barang tertentu pada pihak lain maka pihak 

peminjam mengembalikan uang atau barang dengan jumlah yang sama nilainya 

sebagaimana telah disepakati bersama. Buku III KUHPerdata tidaklah mengatur 

secara spesifik mengenai perjanjian kredit mengingat dengan adanya kebebasan 

berkontrak (freedom of contract) yangmana para pihak dalam perjanjian bebas 

untuk menentukan isi ataupun klausula dalam perjanjian kredit selama hal hal yang 

 
4 Frank Taira Supit, Aspek – Aspek Hukum Dari “Loan Agreement”  dalam Dunia Bisnis 

Internasional (Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perkreditan), Jakarta: Badan Pembinaan 

Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1985, hlm 45. 
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dimuat dalam perjanjian kredit tidak bertentangan dengan undang – undang, 

ketertiban umum, kesusilaan ataupun kepatutan. 

Isi dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang 

Perbankan pada Pasal 1 angka (2) Jika dihubungkan dengan Pasal 1754 KUPerdata, 

maka bank sebagai pemberi pinjaman (kreditur) memberikan pinjaman dengan 

berupa pinjaman uang kepada peminjam (debitur), karena itu debitur berkewajiban 

untuk melaukan pelunasan atas hutangnya sesuai dengan jangka waktu yang telah 

disepakati dan ditambah pemberian bunga. Bersinggungan dengan prinsip 5C pada 

bank yaitu Character (/kepribadian/watak/karakter). Capacity 

(kemampuan/kapasitas), Capital (modal), Condition of economy (kondisi 

perekonomian) dan Collateral (jaminan atau agunan). 5 

Jaminan termasuk didalamnya karenakan jaminan yang dijaminkan dalam 

perjanjian kredit ditujukan sebagai pemberian hak dan kekuasaan bagi kreditur 

apabila debitur tidak melaksanakan kewajibannya untuk melunasi utangnya sesuai 

dengan waktu yang telah disepakati bersama melalui hasil penjualan objek jaminan 

tersebut.6 Dengan arti kata lain dengan adanya penjaminan dalam perjanjian kredit, 

kreditur sebagai pemberi pinjaman (kredit) mendapatkan kepastian dan 

perlindungan bahwasanya kredit yang telah diberikan akan ia peroleh kembali 

sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan.7 Dalam konteks pemberian 

perlindungan hukum bagi kreditur dalam kegiatan pemberian jaminan terdapat 2 

 
5 Irna Meutia Sari et.al., Manajemen Risiko Kredit Bagi Bank Umum, Seminar Nasional 

Teknologi Komputer dan Sains (SAINTEKS), 2020,553-557.  hlm 554, Diakses dari 

https://prosiding.seminar-id.com/index.php/sainteks/article/download/497/493, pada 29 agustus 

2022, pukul 11.05 WIB. 
6 Sutarno, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Bank, Jakarta : Alfabeta CV, 2003, hlm 92-94. 
7 Ibid., Hlm 14. 

https://prosiding.seminar-id.com/index.php/sainteks/article/download/497/493
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(dua) bentuk jaminan menurut Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata,yaitu 

jaminan umum serta jaminan khusus. Jaminan khusus pula dibagi kembali menjadi 

2 (dua) jenis, berupa : 

1. Jaminan Perorangan 

Jaminan berupa hak yang timbul akibat terbentuknya suatu perjanjian yang 

bersifat relative artinya hak hanya dapat dipertahankan terhadap orang 

tertentu dalam suatu perjanjian sebagaimana telah dibuat antara pihak bank 

sebagai kreditur dan pihak ketiga.8 Terdiri dari borg, tanggung-menaggung 

(tanggung renteng), dan garansi bank. 

2. Jaminan Kebendaan 

Jaminan berupa hak yang bersifat mutlak (absolute) atas kebendaan yang 

dijadikan objek penjaminan suatu hutang yang kemudian hari dapat 

diuangkan sebagai bentuk pelunasan atau pembayaran hutang debitur ketika 

debitur ingkar janji (wanprestasi). Berdasarkan sifatnya, jaminan ini dibagi 

menjadi 2 (dua) ialah jaminan benda tidak bergerak berupa gadai dan fidusia 

sedangkan jaminan tidak bergerak berupa Hak Tanggungan dan hipotek.  

Definisi Hak Tanggungan ialah suatu penjaminan pelunasan hutang berupa 

tanah yang membuat kreditur penerima penjaminan tersebut mendapat kedudukan 

untuk diutamakan atau didahulukan terhadap kreditur lainnya sebagaimana telah 

dijabarkan dalam Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 

 
8 Hasan Djuaendah dan Salam Salmidjas, Aspek Hukum Hak Jaminan Perorangan dan 

Kebendaan, Jakarta: Karya Medi, 2000, hlm. 210 
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Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda Benda Yang Berkaitan 

Dengan Tanah (UUHT) pada Pasal 1 Angka (1). 

Pemberian Hak Tanggungan ini memberikan suatu Hak istimewa (privilege) 

kepada kreditur atas Tanah sebagai jaminan kredit, sehingga dikemudian hari 

debitur cidera janji atas perjanjian yang telah dibuat antara debitur dan kreditur, 

maka kreditur sebagai pemegang Hak Tanggungan dapat melakukan penjualan 

Objek yang dijadikan Hak Tanggungan dengan cara : Penjualan dimuka umum atau 

lelang, yangmana pada dasarnya perjanjian Hak Tanggungan ini termasuk dalam 

perjanjian ikutan (accessoir) yang bekaitan dengan perjanjian yang dibuat 

sebelumnya atau perjanjian pokok antara debitur dan kreditur.9   

Lelang itu sendiri merupakan proses penjualan secara terbuka atau umum 

dimana pihak pihak meakukan penawaran harga yang akan terus meningkat atau 

bahkan menurun secara tertulis dan/atau lisan untuk mencapai harga tertinggi yang 

hasilnya akan diumumkan dengan pengumuman lelang. Lembaga lelang di 

Indonesa sendiri diatur dalam sistem hukum agar dapat membantu pihak 

bersengketa yang telah memperoleh putusan pengadilan atau hanya untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat.10 

Dalam Prakteknya penjaminan dalam perjanjian kredit dimayoritasi oleh 

jaminan dalam bentuk tanah dan bangunan hal tersebut Jika dikaitkan dengan sifat 

 
9 Mariam Darus Badrulzaman, Kompilasi Hukum Jaminan, Bandung: CV Bandar Maju, 

2009, hlm 12.  
10 Yenti Murni, et.al., Perlindungan Hukum Pemenang Lelang Eksekusi Hak Tanggungan 

Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (Kpknl) Pekanbaru, SIMBUR CAHAYA 

Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Vol. 25 No. 1, 2018, hlm 19, diakses dari 

http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/321/169, pada tanggal 2 Oktober 

2022 pukul 11.23. 

http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/321/169
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benda yang dapat dijadikan jaminan maka dalam bentuk tanah dan bangunan ialah 

pilihan yang tepat karena sifat nilai ekonomis tanah dan bangunan yang cenderung 

stabil untuk jangka panjang.11 Melalui penjaminan dalam perjanjian kredit, kreditur 

sebagai pemberi pinjaman (kredit) mendapatkan kepastian dan perlindungan 

bahwasanya kredit yang telah diberikan akan ia peroleh kembali sesuai dengan 

kesepakatan yang telah ditentukan.12   

Seperti kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3757K/Pdt/2020, yang 

melibatkan debitur atas nama Dra. Asmarayanti dan Dede Iskandar melawan PT. 

Bank Sinar Mas Tbk., Kantor Cabang Tasikmalaya sebagai Kreditur serta Kantor 

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (selanjutnya disebut KPKNL) sebagai 

badan yang membantu kreditur dalam lelang. Permasalahan ini bermula ketika Dra. 

Asmarayanti dan Dede Iskandar dengan PT. Bank Sinar Mas Tbk., Kantor Cabang 

Tasikmalaya melakukan penandatanganan perjanjian kredit melalui Akta 

Perjanjian Kredit Nomor 165 pada tanggal 21 Maret 2017 yang kemudian dilakukan 

perubahan dengan Addendum Perjanjian Kredit Nomor 03 pada tanggal 01 Agustus 

2018 yangmana kedua akta perjanjian tersebut telah dimuat dihadapan Notaris Ida 

Aryani S.H di Kota Tasikmalaya.  

Dalam Perjanjian Kredit tersebut Kreditur memberikan pinjaman kepada 

Debitur dalam bentuk fasilitas Kredit Simas Micro 500 dengan jumlah nominal 

 
11 Edy Putra, Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis, Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 

1989, Hlm 7.  
12 Ria Novalia Rumintjap. Eksekusi sebagai sarana perlindungan hukum bagi  kreditor. Lex 

Privatum, Vol.III/No.1. (Jan-Mar 2015), hlm 180, Diakses dari 

https://media.neliti.com/media/publications/147398-ID-eksekusi-sebagai-sarana-perlindungan-

huk.pdf, pada 29 Agustus 2022, pukul 11.27 WIB.   

https://media.neliti.com/media/publications/147398-ID-eksekusi-sebagai-sarana-perlindungan-huk.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/147398-ID-eksekusi-sebagai-sarana-perlindungan-huk.pdf
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sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah) dengan bunga sebesar 0,9% 

(nol koma sembilan persen) flat perbulan dan dalam jangka waktu selama 48 (empat 

puluh delapan bulan) bulan, pada tanggal 30 Juli 2018. Namun terdapat perubahan 

fasilitas kredit menjadi sebesar Rp. 312.401.319,- (tiga ratus dua belas juta empat 

ratus satu ribu tiga ratus sembilan belas rupiah) dengan bunga sebesar 0,9%  (nol 

koma sembilan persen) flat perbulan dan jangka waktu selama 69 (enam puluh 

Sembilan) bulan (selanjutnya disebut “fasilitas kredit”). 

Selanjutnya debitur telah berjanji dan telah mengikatkan diri akan melakukan 

pembayaran kembali pinjaman dengan cara bertahap atau mengangsur selama 

jangka waktu kredit semula dengan nominal angsuran sebesar Rp. 11.933.333,20,- 

(sebelas sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah koma 

dua puluh sen) dengan meliputi angsuran pokok hutang dan bunga tiap bulannya 

pada tanggal 21 (dupuluh satu), yang kemudian dirubah dengan jumlah angsuran 

sebesar Rp. 7.080.746,93,- (tujuh juta delapan puluh ribu tujuh ratus empat puluh 

enam rupiah koma Sembilan puluh tiga sen) meliputi angsuran pokok hutang dan 

bunga, setiap bulannya pada tanggal (1). 

Bahwa debitur telah menjamin pembayaran atas Fasilitas Kredit tersebut 

dengan menyerahkan jaminan berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 700 m2 

(tujuh ratus meter persegi) , yang terletak di Kelurahan Parakannyasag, Kecamatan 

Indihiang, Kota Tasikmalaya, Propinsi Jawa Barat, sebagaimana tertuang dalam 

nama Dra. Asmarayanti (selanjutnya akan disebut “SHM. No. 01780/Kel. 

Parakannyasag”)., yang telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat 1 (Pertama) 

sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) berdasarkan Akta Pemberian 
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Hak Tanggungan No. 319/2017 tanggal 07 April 2017 yang dibuat dihadapan Ida 

Aryani, S.H  selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Di Kota Tasikmalaya 

(selanjutnya akan disebut “APHT No. 319/2017”), dan yang telah didaftarkan di 

Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya, yang 

menerbitkan sertifikat Hak Tanggungan No. 01293/2017 tanggal 25 April 2017 

(selanjutnya akan disebut “SHT No. 01293/2017”).  

Adanya wanprestasi yang dilakukan oleh debitur hingga timbulah kerugian bagi 

PT. Bank Sinar Mas Tbk., Kantor Cabang Tasikmalaya sebagai kreditur. 

Wanprestasi itu ditindaklanjuti kreditur dengan cara pemberian surat 

peringatan/teguran/somasi kepada debitur sebanyak 3x. tindakan tersebut dilakukan 

sebagai bentuk tikad baik kreditur untuk mengingatkan dan menegur serta 

memberikan kelonggaran waktu debitur untuk memenuhi kewajibannya. Maka 

dilakukanlah Lelang Objek Hak Tanggungan secara Open Bidding pada Hari Jumat 

tanggal 11 Oktober 2019 bertempat pada Ruang Lelang KPKNL Tasikmalaya di Jl. 

Ir. H. Juanda No.19 Kota Tasikmalaya, Pelelangan Objek Hak Tanggungan tersebut 

ditujukan agar hasil penjualannya dapat melunasi tunggakan kreditur sebesar Rp. 

357.381.167,- (Tiga ratus lima puluh tujuh juta tiga juta delapan puluh satu ribu 

seratus enam puluh tujuh). Sesuai dengan UUHT Pasal 6 yang bermakna bahwa 

jika debitur melakukan wanprestasi atau cidera atas perikatan yang telah ia buat, 

maka pemegang Hak Tanggungan pertama berhak untuk menjual objek jaminan 

tersebut atas dasar kekuasaannya sendiri dengan cara pelelangan umum untuk 

mendapatkan hasil penjualan jaminan tersebut agar dapat melunasi piutangnya. 
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Hal tersebut memberikan hak kreditur untuk menjual objek Hak Tanggungan 

dengan kekuasaan sendiri kepada pemegang Hak Tanggungan yang merupakan 

salah satu implementasi diutamakannya pemegang Hak Tanggungan. Tentunya hal 

tersebut haruslah dilatarbelakangi Janji yang diberikan oleh pemberi Hak 

Tanggungan jika kemudian hari debitur cedera janji, maka pemegang Hak 

Tanggungan dapat dan berhak menjual objek Hak Tanggungan melalui pelelangan 

secara sepihak tanpa persetujuan dari pemberi Hak Tanggungan dan mengambil 

hasil penjualan sebagai bentuk pelunasan piutangnya.13  

Selain Pasal 6, kewenangan menjual objek Hak Tanggungan juga diatur pada 

Pasal 14 Ayat (2) dan (3) yang terkandung irah-irah dalam sertifikat Hak 

Tanggungan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kekuatan 

eksekutorial seperti putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkrcaht 

van gewjisde).14 Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijabarkan diatas 

maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut melalui bentuk 

proposal penelitian dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI 

KREDITUR ATAS PERMOHONAN PEMBATALAN LELANG EKSEKUSI 

OBJEK HAK TANGGUNGAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 

3757K/Pdt/2020)“ 

 
13 Burhan Sidabariba, Lelang Eksekusi Hak Tanggungan : Meniscayakan Perlindungan 

Hukum Bagi Para Pihak, Jakarta: Penerbit Papas Sinar Sinanti, 2019, hlm 114.  
14 Alouvie Rydha Mustafa. Perlindungan Hukum Terhadap pemohon eksekusi atas adanya 

perlawanan pihak ketiga pada pengadilan negeri sleman (studi kasus putusan perkara no. 

157/pdt.plw/2016pn.smn jo 51/pdt/2017/pt.yyk). Kajian Hasil Penelitian Hukum, 3 (2). ISSN 2598-

2435. 2020, hlm 4, Diakses dari https://e-

journal.janabadra.ac.id/index.php/JMIH/article/view/1194/802, pada 29 Agustus 2022, pukul 

12.21 WIB. 

https://e-journal.janabadra.ac.id/index.php/JMIH/article/view/1194/802
https://e-journal.janabadra.ac.id/index.php/JMIH/article/view/1194/802
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah ada diatas, rumusan masalah 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana eksekusi objek Hak Tanggungan jika debitur wanprestasi 

sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3757K/Pdt/2020 

menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan 

Atas Tanah Beserta Benda Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT)? 

2. Bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur atas permohonan pembatalan 

lelang eksekusi objek Hak Tanggungan pada Putusan Mahkamah Agung 

Nomor 3757K/Pdt/2020? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah yang telah 

dicantumkan diatas, tujuan penelitian yang dituju penulis ialah: 

1. Untuk mengetahui dan memahami eksekusi objek Hak Tanggungan dengan 

cara pelelangan dalam hal melindungi kreditur atas adanya debitur yang 

wanprestasi di Putusan Mahkamah Agung Nomor 3757 K/Pdt/2020. 

2. Untuk mengetahui dan memahami lebih dalam mengenai perlindungan 

hukum yang diterima kreditur atas adanya upaya permohonan pembatalan 

lelang eksekusi objek Hak Tanggungan dalam Putusan Mahkamah Agung 

Nomor 3757K/Pdt/2020. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan uraian yang telah ada diatas, penulis berharap penelitian ini 

dapat memperoleh manfaat : 
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1. Manfaat Teoritis 

a. Sebagai rangka pengembangan ilmu pengetahuan dalam lingkup 

Hukum Perdata terkhusus hubungannya dengan perlindungan 

hukum bagi kreditur atas adanya upaya permohonan pembatalan 

lelang eksekusi objek Hak Tanggungan. 

b. Dapat dijadikan referensi kepustakaan atas suatu penelitian 

selanjutnya yang dilakukan oleh penulis sendiri maupun penulis 

lainnya 

2. Manfaat Praktis 

a. Bahan saran dan masukan bagi pihak Bank ataupun Lembaga 

pembiayaan lain dalam pemberian kredit dengan objek jaminan Hak 

Tanggungan sebagai kreditur dalam bentuk perlindungan hukum 

baginya. 

b. Membuka pemikiran dan informasi baru pada masyarakat di bidang 

Hukum Perdata terkhusus mengenai topik perlindungan hukum 

kreditur terhadap adanya sengketa lelang eksekusi objek Hak 

Tanggungan. 

c. Dapat memberikan sumbangan pemikiran ataupun sumber terhadap 

pihak pihak yang membaca sehingga dapat dijadikan suatu acuan 

praktis di lapangan 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Atas 

Permohonan Pembatalan Lelang Eksekusi Objek Hak Tanggungan (Studi 
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Putusan Mahkamah Agung Nomor 3757k/Pdt/2020)” hanya terbatas pada 

pembahasan mengenai eksekusi objek Hak Tanggungan dengan cara pelelangan 

dalam hal melindungi kreditur atas adanya debitur yang wanprestasi dan 

mengenai perlindungan hukum yang diterima kreditur atas adanya upaya 

permohonan pembatalan lelang eksekusi objek Hak Tanggungan sebagaimana 

dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3757 K/Pdt/2020. 

F. Kerangka Teori 

Hasil pemikiran berkerangka yang membentuk suatu konsep dalam bentuk 

abstraksi ditujukan sebagai acuan peneliti dalam mengadakan suatu penelitian 

untuk membentu suatu kesimpulan yang relevan 15 dan dapat menyelesaikan suatu 

permasalahan..16 Teori yang digunakan penulis dalam penelitian berbentuk skripsi: 

1. Teori Perlindungan Hukum 

Indonesia sebagai negara hukum tentunya menjadikan tiap peraturan atau 

ketentuan hukum sebagai pedoman masyarakatnya dalam menjalani kehidupan, 

namun yang pada dasarnya sama halnya dengan perlindungan hukum ini sendiri 

yang timbul akibat berlakunya ketentuan dan peraturan hukum itu sebagaimana 

telah disepakati masyarakat sebagai acuan yang mengatur hubungan antar 

subjek hukum. Satijipto Raharjo, menjelaskan bahwasanya perlindungan 

hukum merupakan suatu bentuk pemberian pengayoman atas adanya hak asasi 

manusia (HAM) yang telah dirugikan oleh pihak lain dan pemberian tersebut 

 
15 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2011, hlm 111. 
16 M. Soly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Bandung: CV. Bandar Maju, 1994, hlm. 80.  
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ditunjukan akan masyarakat yang mengalami hal tersebut tetap dapat menerima 

semua hak – hak yang telah diberikan hukum.17  

Sebagaimana fungsi hukum yang diperuntukan bagi mereka yang 

membutuhkan demi menegakkan keadilan yang seadil-adilnya. Lili Rasjidi 

seorang filsafat hukum dan I.B Wysa Putra yang merupakan seorang professor 

ikut berpendapat mengenai hukum yang bisa digunakan agar perlindungan 

hukum terwujud yang tidak hanya bersifat fleksibel dan adaptif namun juga 

dapat bersifat antisipatif dan prediktif.18 Selanjutnya dalam bukunya, Philipus 

M Hadjon menjabarkan bahwa perlindungan hukum terpecah menjadi 2, yaitu 

Perlindungan Hukum dengan sifat Preventif (Pencegahan) dan Represif 

(Pemaksaan).19  

Perlindungan Hukum Preventif (Pencegahan) Dibentuk sebagai upaya 

pencegahan sebelum pelanggaran terjadi. Pencegahan pelanggaran atau 

pemberian rambu atas suatu pelanggaran melalui Peraturan Perundang-

Undangan oleh Pemerintah.20 Sedangkan Perlindungan Hukum Represif 

(Pemaksaan) sebagai bentuk perlindungan akhir ketika telah terjadi suatu 

pelanggaran ataupun sengketa yang berupa pemberian sanksi baik denda, 

penjara hingga pemberian hukuman tambahan sebagai upaya penyelesaian 

sengketa.21 Teori ini menjawab permasalahan atas adanya perlindungan hukum 

 
17 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000. hlm 53 
18 Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Bandung : Remaja 

Rusdakarya, 1993. hlm 118 
19 Phillipus M. Hadjon, Perlindungan hukum Bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: PT. Bina 

Ilmu. 1987. hlm 2 . 
20 Maria Alfons, Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk 

Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual, Ringkasan Disertasi Doktor. 

Malang: Universitas Brawijaya, 2010. hlm 18. 
21 Philipus M.Hadjon, op.cit., hlm. 5. 
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yang diterima kreditur saat sebelum ataupun sesudah debitur wanprestasi 

sebagai bentuk implementasi perlindungan hukum preventif dan perlindungan 

hukum represif, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 

3757K/Pdt/2020. 

2. Teori Jaminan  

Jaminan atau umumnya dikenal agunan merupakan harta kekayaan berupa 

benda yang dimiliki oleh pihak ketiga ataupun pihak ketika yang ikut diikat 

dalam sebuah perjanjian sebagai alat pembayar jikalau dikemudian hari 

wanprestasi terjadi. Bersifat materil dan immaterial merupakan sifat sifat yang 

dimiliki oleh jaminan, materil yang dimaksudkan pada bangunan, tanah, hingga 

kendaraan, sedangkan jaminan perorangan untuk immaterial.22  

“Cautie” atau “Zekerheid” merupakan asal dari istilah jaminan yang secara 

harfiahnya berarti merupakan cara yang digunakan kreditur dalam hal 

terjaminnya pemenuhan tagihan atasnya, diluar adanya tanggung jawab 

terhadap debitur atas barangnya. Jaminan-jaminan piutang yang dimiliki oleh 

seorang kreditur terhadap hutang debitur yang dirangkup menjadi hukum 

jaminan, hal tersebut diungkapkan Juswito Satrio melalui buku yang 

diterbitkannya.23  

Menurut pendapat Hasanuddin bahwa jaminan sebagai tanggungan yang 

dipegang debitur dan/atau pihak ketiga kreditur dengan dasar pihak debitur 

memiliki kewajiban untuk memenuhi kewajiban yang ia terima atas suatu 

 
22 Rachmadi Usman, Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia, Jakarta: PT. Gramedia 

Pustaka Utama, 2003, hlm 281   
23 Juswito satrio, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Hak Tanggungan, Bandung : 

PT Citra Aditya Bakti, 1997. hlm 23. 
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perjanjian atau perikatan.24 Pada tanggal 28 Februari 1991 Bank Indonesia 

melalui Surat Keputusan Direksinya dengan Nomor No. 23/69/KEP/DIR 

tentang Jaminan Pemberian Kredit, tepatnya pada pasal 2 ayat  (1) memberikan 

pengertian bahwa Jaminan ialah bentuk kepercayaan bank terhadap 

kesanggupan suatu debitur dalam pelunasan kredit yang telah diperjanjikan 

padanya melalui suatu perjanjian.25 Adapun pembagian dari jaminan yaitu : 

1. Jaminan Umum 

Yaitu suatu perupaan jaminan yang diterima semua kreditur atas 

kepentingannya terhadap harta kekayaan yang dimiliki debitur.26 Jadi artinya 

demi kepentingan semua kreditur-kreditur yang ada, Undang-undang 

memberikan jaminan terhadap herta kekayaan debitur yang hasil 

penjualannya dibagi dengan imbang dan proporsional atau sesuai porsi 

piuyang yang dimiliki tiap krediturnya.27  Adapun kekurangan dalam jaminan 

ini yang berimbas pada kerugian kreditur, akibat hutang debitur tidak dapat 

dibayar secara penuh atau lunas. 

2. Jaminan Khusus 

Yaitu suatu solusi atas kelemahan jaminan umum. Sesuai dengan kalimat 

dalam Pasal 1132 KUHPerdata yang bermaksud adanya pengecualian 

diantara para kreditur yang berpiutang dengan alasan yang sah padanya untuk 

 
24 Hasanuddin Rahman, Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia. 

Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995, hlm.175 
25 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Jakarta: Kencana, 2005 , hlm 69 
26 Frieda Husni Hasbullah, Hukum Kebendaan Perdata, Hak-Hak Yang Memberikan 

Jaminan (jilid 2), Jakarta : Indo Hill-Co, 2005, hlm.8 
27 Sri Soedewi dan Masjchoen Sofwan, Hukum Jaminan di Indonesia : Pokok-pokok 

Hukum Jaminan dan Jaminan Peorangan, Yogyakarta : Liberty, 1980, hlm 1. 
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didahulukan daripada kreditur lainnya. Memungkinkan adanya perjanjian 

yang menyimpang dari pengaturan jaminan umum. Secara tegas dan terbatas 

jaminan khusus ini memiliki hak untuk didahulukan pelunasan piutangnya 

daripada orang berpiutang lainnya akibat adanya hak istimewa, gadai dan 

hipotek sebagaimana dalam Pasal 1133 KUHPerdata. Adapun jaminan 

khusus dibagi menjadi 2 (dua) bentuk antara lain : 

a. Jaminan Perorangan (personalijkezekerheidscrechten) 

Jaminan ini disebut juga penaggungan utang (borgtocht) yang 

berartikan sebagai penjamin atau penaggungan didalam bahasa 

Indonesia. Menurut Pasal 1820 KUHPerdata jaminan ini ialah dimana 

ada pihak ketiga yang ikut mengikatkan dirinya atas dasar kepentingan 

kreditur untuk memenuhi perikatan bahkan menanggung hutang debitur 

jika debitur tersebut wanprestasi. Dalam praktiknya jaminan ini dibagi 

menjadi 2 (dua) bentuk yaitu jaminan pribadi (personal guarantee) dan 

jaminan perusahaan (corporate guarantee), jaminan ini diatur lebih 

lanjut di KUHPerdata dalam Buku III Bab XVII Pasal 1820 s/d 1850 

KUHPerdata. 

b. Jaminan Kebendaan (zakelijke zekerheidscrechten) 

Ialah bentuk penjaminan berupa pemanfaatan harta benda milik 

debitur, jika debitur wanprestasi. Bentuk jaminan ini dapat dibedakan 

menjadi: 
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1) Benda bergerak 

a) Gadai 

Penjaminan hutang dalam bentuk hak dari benda bergerak 

yang diterima kreditur atau kuasanya melalui penyerahan yang 

memberikan kekuasaan padanya untuk mengambil pelunasan 

piutangnya lebih dulu daripada kreditur lainnya, kecuali biaya 

penjualan dan biaya penyelamatan barang jaminan tersebut 

harus didahulukan merupakan definis gadai menurut pasal 

1150 KUHPerdata. 

b) Fidusia 

Menurut Undang-undang Republik Indonesia nomor 42 

tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 1 angka (1) 

bahwa Fidusia merupakan hak kepemilikan atas benda yang 

dialihkan pada oranglain (kreditur) dengan syarat benda 

tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. 

2) Benda tidak begerak  

a) Hak Tanggungan 

Hak Tanggungan ialah suatu penjaminan pelunasan 

hutang berupa tanah yang membuat kreditur penerima 

penjaminan tersebut mendapat kedudukan untuk diutamakan 

atau didahulukan terhadap kreditur lainnya, tercantum dalam 

Pasal 1 angka (1) Undang–undang Republik Indonesia 
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Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah 

Beserta Benda Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. 

b) Hipotek 

Penjaminan atas suatu pelunasan hutang yang melekat 

pada suatu hak atas barang atau benda yang tidak dapat 

bergerak merupakan definisi dari Hipotek menurut Pasal 

1162 KUHPerdata. 

Hak kebendaan yang melekat pada siberhutang baik telah ada ataupun 

akan ada menjadi tanggungan atas segala perikatannya sebagaimana 

tercantum dalam Pasal 1131 KUHPerdata, menerangkan bahwa fungsi 

jaminan ditujukan sebagai bentuk upaya pemenuhan dengan nilai uang yang 

dimiliki debitur yang perlu dipenuhi dengan cara melakukan pembayaran, 

oleh karena itulah jaminan diberikan sebagai bentuk pelunasan debitur 

terhadap kreditur melalui hasil penjualan kekayaan yang telah dijaminkan.28 

Teori ini digunakan saya selaku penulis untuk menjawab permasalahan akan 

penggunaan tanah sebagai objek jaminan dalam bentuk Hak Tanggungan atas 

suatu perjanjian hutang piutang atau perjanjian kredi sebagaimana dalam 

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3757K/Pdt/2020. 

3. Teori Eksekusi 

Beberapa ahli hukum seperti halnya seorang hakim sekaligus sosok yang 

pernah menjadi Ketua Mahkamah Agung memberikan definisi terkait eksekusi 

 
28 Ahmad Fauzi, Eksistensi Hak Tanggungan Dalam Kredit Perbankan, INOVATIF Jurnal 

Ilmu Hukum Universitas Jambi Vol. 2 No. 3, 2010, hlm 90, diakses dari https://online-

journal.unja.ac.id/jimih/article/view/204, pada tanggal 29 Agustus 2022 pukul 09.43. 

https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/204
https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/204
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itu sendiri, R. Subekti dalam bukunya menyebutkan bahwa eksekusi merupakan 

bentuk usaha yang ditujukan untuk memperoleh apa yang sudah menjadi 

haknya melalui suatu putusan dalam hal ini dengan bantuan kekuatan umum 

(polisi, militer) sebagai bentuk pemaksaan untuk pihak yang dikalahkan untuk 

melaksanakan bunyi putusan29. Sudikno Mertokusumo dalam bukunya 

menjelaskan bahwa eksekusi merupakan pelaksanaan putusan hakim yang pada 

hakikatnya tidak lain sebagai bentuk realisasi atau implementasi dari kewajiban 

pihak pihak terkait yang perlu memenuhi prestasinya sesuai dengan yang 

tercantum dalam putusan yang ada.30 

Eksekusi terhadap suatu kebendaan yang menjadi objek jaminan Hak 

Tanggungan diatur lebih lanjut didalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 

Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda Benda Yang Berkaitan 

Dengan Tanah (UUHT), pada eksekusinya mempunyai kekuasan eksekutorial 

yang mengandung makna bahwa pelaksanaan eksekusi langsung dapat 

terlaksana tanpa melibatkan pihak pengadilan dan tentunya mengikat para pihak 

dalam mewujudkan putusan tersebut serta bersifat final. Landasan hukum 

eksekusi Hak Tanggungan dapat ditemui didalam pasal 20 ayat (1) UUHT yang 

menyatakan bahwa apabila debitur wanprestasi atau cedera janji dan/atau ingkar 

janji maka berdasarkan : 

 
29 R Subekti. Hukum Acara Perdata. Bandung : Bina Cipta. 1997, hlm 128. 
30 Sudikno Mertokusumo. Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta : Liberty, 2009, 

hlm 219. 
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a. Pemegang Hak Tanggungan pertama berhak untuk menjual objek 

jaminan Hak Tanggungan sebagaimana telah dijelaskan dalam pasal 6 

UUHT. 

b. Titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) UUHT, objek Hak 

Tanggungan ini dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang 

telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan demi melunasi 

piutang pemegang Hak Tanggungan dengan mendahului kreditur-

kreditur lainnya. 

Tujuan utama dari pelaksanaan lelang sebagai bentuk eksekusi sendiri ialah, 

sebagai media pedoman untuk mengarahkan dan mempersiapkan cara agar 

dapat memperoleh harga dan/atau nilai tertinggi atas penjualan objek jaminan 

yang di lelangkan dengan memperhatikan kepentingan tiap pihaknya agar tetap 

terlindungi, serta untuk memperoleh suatu kepastian hukum baik terhadap 

kreditur, debitur, penjamin, dan tak terkecuali pembeli lelang. Teori ini 

digunakan penulis guna menjawab permasalahan eksekusi melalui pelelangan 

atas objek jaminan kredit dalam bentuk Hak Tanggungan ketika debitur cidera 

janji dan/atau wanprestasi sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung 

Nomor 3757K/Pdt/2020. 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian hukum yuridis normatif merupakan jenis penelitian yang 

digunakan oleh penulis dalam penelitian berbentuk skripsi ini. Adapun jenis 
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penelitian ini disusun dengan menggunakan bahan pustaka atau data 

sekunder termasuk pula bahan hukum primer, sekunder ataupun tersier.31 

Seperti contoh majalah, jurnal, buku, Peraturan Undang-undang, keputusan 

Pengadilan (Yurisprudence) hingga teori hukum atau doktrin para ahli 

hukum dan/atau pendapat sarjana hukum yang berkaitan dengan objek 

kajian yang digunakan penulis dalam penelitiannya.32 

2. Pendekatan Penelitian 

Penelitian hukum normatif dalam penelitiannya dapat menerapkan 

beberapa pendekatan, Penulis dalam penelitian berbentuk skripsi ini 

menggunakan Pendekatan Perundang – Undangan (Statute Approach) dan 

Pendekatan Kasus (Case Approach). Penelaahan Peraturan Perundang-

Undangan dan tiap regulasi yang ada dengan menhubungkannya pada suatu 

isu hukum yang ada merupakan pengertian dari Pendekatan Perundang-

Undangan,33 Pendekatan Kasus merupakan pendekatan dengan cara analisis 

suatu permasalahan hukum dalam putusan pengadilan yang telah 

berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewjisde).34 

 

 

 
31 Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat 

. Jakarta: Raja Grafindo Persada 2003, hlm 13 
32 Elizabeth Nurhaini Butarbutar, Metode Penelitian Hukum, Bandung: PT. Refika 

Aditama, 2018, hlm 79.  
33 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Penada Media Group, 

2005. hlm 95.   
34 Ibid., hlm 24   
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3. Sumber Bahan Penelitian 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan utama atau biasa disebut bahan primer, sebagai salah satu 

jenis bahan hukum merupakan satu satunya bahan hukum yang 

memiliki sifat otoritas, yangmana terdiri dari perundang-undangan, 

catatan yang bersifat resmi, risalah pembuatan perundang-

undangan.35 Berikut yang digunakan peneliti: 

1) Undang – Undang Dasar 1945; 

2) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata; 

3) Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak 

Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda – Benda Yang 

Berkaitan Dengan Tanah; 

4) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan 

Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang 

Perbankan; 

5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang; 

6) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang; 

dan 

7) Putusan Mahkamah Agung Nomor 3757K/Pdt/2020. 

 
35 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum. Diterbitkan Universitas Indonesia – 

UI Press cet ke 3. 1984. Hlm 54.  
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b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder berfungsi sebagai penunjang dan penguat 

bahan hukum primer dengan cara menjelaskannya lebih dalam 

sehingga timbulnya suatu bentuk analisis untuk menciptakan suatu 

pemahaman dan pemikiran yang lebih mendalam.36 Bahan hukum 

sekunder yang diterapkan dalam penelitian yang dibuat peneliti 

berupa Kumpulan Buku, Hasil penelitian seperti skripsi, jurnal-

jurnal, kumpulan dokumen, yang memuat pembahasan mengenai 

perlindungan hukum kreditur dan eksekusi lelang objek Hak 

Tanggungan, pendapat ahli yang mumpuni atau doktrin, dan catatan 

kementerian koordinator bidang politik hukum dan keamanan 

republik indonesia yang dimuat dalam artikel serta sumber hukum 

lain penunjang penelitian. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum ini berfungsi untuk menyokong, menjelaskan dan 

memberi petunjuk pada apa yang telah ada pada bahan hukum 

primer dan bahan hukum sekunder berupa ensiklopedia, artikel 

hingga koran dan majalah yang memuat yang memiliki kaitannya 

dengan yang dibahas dalam penelitian.37 

 
36 Op,,cit., Soekanto. S. Mamudi. S, hlm 23. 
37 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali 

Pers, 2010, hlm 166.   
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4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik yang diguanakan penulis dalam penelitian ini sebagai 

pengolahan lebih lanjut terhadap bahan hukum yang ada ialah dengan cara 

pengumpulan studi kepustakaan/studi pustaka dan/atau literatur yang 

disusun sedemikian rupa agar tersusun secara sistematis berasal dari 

peraturan perundang-undangan, literatur, buku, publikasi, hasil penelitian 

hingga dokumen resmi yang isinya berkaitan dengan permasalahan hukum 

yang akan diteliti lebih lanjut.38 

5. Analisis Bahan Hukum 

Analisis bahan hukum yang penulis terapkan dalam penelitiannya ialah 

Teknik analisis kualitatif berarti bahwa peneliti melakukan pendalaman 

melalui pengkajian atas suatu bahan hukum, hingga hasil penelitian tersebut 

bersifat deskriptif analisis berupa memberikan gambaran , uraian, atau 

penjelasan atas suatu masalah hukum berkaitan dengan topik penelitian 

yang dikaitkan dengan peraturan perundangan yang ada.39 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Metode deduktif merupakan metode yang digunakan penulis dalam 

penelitian kali ini. Metode ini merupakan suatu cara atau upaya dalam 

penarikan kesimpulan dari suatu yang bersifat umum dan berujung pada 

suatu tarikan kesimpulan yang lebih khusus.40 Maka penghubungan suatu 

 
38 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Sinar Grafika, 2014,  hlm 107 
39 Pupu Saeful Rahmat, Penelitian Kualitatif, Equilibrium, Vol. 5, No. 9, Januari-Juni 2009, 

hlm 02, Diakses dari http://yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/Jurnal-Penelitian-Kualitatif.pdf, pada 

29 Agustus 2022, pukul 12.36 WIB. 
40 Bambang Sunggono. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2007, hlm 10. 

http://yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/Jurnal-Penelitian-Kualitatif.pdf


26 

 

 

 

preposisi umum dengan permasalahan agar terjawabnya suatu 

permasalahan melalui suatu kesimpulan merupakan hasil dari analisa 

penelitian ini.  
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